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MOTO 

 

“Sungguh Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka 

sendiri mengubah dirinya sendiri” 

(Al-Qur’an Surat Ar ra’ad : 11) 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah kamu berharap” 

(Al-Qur’an Surat Al Inshirah : 6-8) 
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RINGKASAN 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi Penanaman modal merupakan segala 

kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun 

penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 

Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki sumber 

daya alam melimpah dari pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maupun 

pertambangan. Tidak serta merta sumber daya alam melimpah, dapat diambil 

dengan sendirinya ataupun diolah. Perlu dibangun infrstruktur sarana prasarana 

dalam mengolahnya oleh negara Indonesia melalui pemerintah. Penanaman modal 

atau investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Pada posisi semacam 

ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan 

pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi 

rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya 

perekonomian. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian setiap negara 

senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Oleh karena 

itu, perlindungan hukum bagi penanaman modal asing atau dalam, sangat 

diperlukan dan di butuhkan di dalam transaksi nya tersebut. Agar tidak terjadi 

penanaman modal tersebut lari dari Indonesia ataupun ada penanaman modal yang 

tidak di inginkan. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak di 

kaji oleh penulis meliputi 2 (dua) permasalahan, permasalahan tersebut yaitu: 

Apakah Indonesia Menjamin kepastian hukum bagi Investor Asing? Bagaimana 

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing yang ingin menanamkan 

modalnya di Indonesia? 

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum 

dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini yaitu guna memenuhi 

dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Jember, tujuan khusus yang hendak dicapai dalam 

penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum 

investor asing saat menanamkan modalnya di Indonesia dan Untuk mengetahui 

dan mamahami bentuk perlindungan hukum bagi investor asing yang ingin 

menanamkan modalnya di Indonesia. Metode yang digunakan untuk membahas 

permasalahan dalam skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis 

normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini 

adalah Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Perundang-

undangan (statue approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang kemudian dilanjutkan 

dengan analisa terhadap bahan hukum. 

Pembahasan skripsi ini terdiri dari jaminan kepastian hukum bagi investor 

asing di Indonesia, dan terakhir dari pembahasan pada penulis skripsi ini adalah 

bentuk perlindungan hukum bagi investor asing yang ingin menanamkan 

modalnya di Indonesia. pemerintah.  

Kesimpulan dari skripsi ini ialah Pertama, Jaminan kepastian hukum bagi 

investor adalah dari berbagai aturan, syarat, ketentuan yang telah dipaparkan 

dalam poin pembahasan awal ini dapat disimpulkan bahwa, jaminan bagi investor 

asing dalam melakukan penanaman modal dalam di Indonesia menurut Undang-
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Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 adalah pada prinsipnya Pemerintah 

tidak akan melakukan pengambilalihan atau nasionalisasi perusahaan asing di 

Indonesia, dan jika terpaksa harus dilakukan pengambilalihan, maka kepada 

investor akan diberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan pasal 

7 ayat (2), jika tidak ada kesepakatan mengenai ganti rugi atau terjadinya sengketa 

investasi asing di Indonesia. Maka penyelesaiannya dapat dibawa ke lembaga 

arbitrase sesuai dengan Pasal 32 ayat (2). Kedua bentuk perlindungan hukum bagi 

investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia adalah Investor 

membutuhkan adanya kepastian hukum sebab dalam melakukan investasi selain 

tunduk kepada ketentuan hukum investasi, juga ada ketentuan lain yang terkait 

dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ketentuan tersebut, antara lain berkaitan 

dengan perpajakan, ketenagakerjaan dan masalah pertanahan. Saran yang 

Pertama Hendaknya agar sebuah investasi bisa berjalan dengan baik dan mampu 

memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian negara, investor dan 

pada semua elemen bangsa seorang investor harus memenuhi segala aturan, 

sistem dan tahapan legalisasi pada kegiatan investasi tersebut. Kedua Hendaknya 

Pemerintah dan legislative membuat peraturan perundang-undangan yang lebih 

jelas dan lebih terinci agar dapat memberikan jaminan kepastian berinvestasi pada 

investor asing, sehingga memberikan balances keuntungan kedua belah pihak 

yaitu pemerintah dan penanaman modal itu sendiri dapat saling di untungkan. 
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1 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Penanaman modal merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam 

modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara 

Republik Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki sumber daya 

alam melimpah dari pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maupun pertambangan. Tidak 

serta merta sumber daya alam melimpah, dapat diambil dengan sendirinya ataupun diolah. Perlu 

dibangun infrstruktur sarana prasarana dalam mengolahnya oleh negara Indonesia melalui 

pemerintah. 

Penanaman modal atau investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Pada posisi 

semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan 

ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi 

dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian. Dalam upaya menumbuhkan 

perekonomian setiap negara senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. 

Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga 

investor asing.  

Rencana urgensi perekonomian (RUP) yaitu program pendekatan secara pragmatis yang 

bertujuan untuk meningkatkan industri kecil dan para pengusaha pribumi. Dalam RUP ini 

pembangunan Indonesia juga mengizinkan adanya penanaman modal, termasuk PMA, untuk 

dapat lebih aktif dalam industri-industri yang tidak begitu penting, asalkan memenuhi syarat dari 

pemerintah yaitu 51% sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia. Selain itu juga ada pembatasan 

pada bidang-bidang tertentu dimiliki oleh domestic dan tertutup untuk asing. Rencana  Urgensi 

Ekonomi, yang disusun Menteri Perdagangan dan Industri Soemitro Djojohadikusumo pada 

tahun 1951, dimaksudkan sebagai upaya mendorong industri sebagai penggerak perekonomian 

karena disebut juga Rencana Urgensi Industri. Kendati Kabinet Natsir berusia pendek, Rencana 

Urgensi Ekonomi itu digunakan tiga kabinet selanjutnya. Kabinet Wilopo membuatnya lebih 

rinci.1 

                                                           
1
 http://historia.id/modern/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia (diakses pada tanggal 2 Maret 2016, 

pukul 15.00)  
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Pada saat ini, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi; 

potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia - negara dengan ekonomi paling 

besar di Asia Tenggara, sering disebut sebagai calon layak untuk menjadi salah satu anggota 

negara-negara BRIC (Brasilia, Rusia, India dan Cina) karena ekonominya dengan cepat 

menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang sama dengan anggota lain. Belakangan ini sebuah 

kelompok baru sempat menuntut perhatian. Kelompok ini terdiri dari negara-negara berkembang 

yang ditandai dengan ekonomi menjanjikan yang beragam, sistem keuangan yang cukup canggih 

dan jumlah penduduk yang tumbuh dengan cepat. Kelompok ini dikenal dengan akronim 

CIVETS (Kolombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki dan Afrika Selatan) dan apabila dijumlah 

angka total Produk Domestik Bruto (PDB) anggota-anggota CIVETS ini diperkirakan senilai 

separuh PDB global pada tahun 2020. 
 

Tetapi Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis moneter 

ini diawali dengan terdefresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Defresiasi 

nilai tukar rupiah makin tajam sehingga krisis moneter yang terjadi tersebut berlanjut menjadi 

krisis ekonomi yang dampaknya terasa hingga saat ini, sehingga investor asing enggan menaruh 

investasinnya lagi dan pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat. 

Di era reformasi, sejak pemerintahan BJ Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, 

Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini Joko Widodo Pemerintah justru 

berupaya menarik sebanyak mungkin investasi asing melalui rentetan kunjungan kenegaraan ke 

luar negeri, privatisasi BUMN, penegakkan supremasi hukum, serta revisi terhadap berbagai 

undang-undang yang menyangkut bisnis dan investasi perpajakkan, ketenagakerjaan dan 

seterusnya. Semua upaya ini tentu bertujuan menciptakan iklim dunia usaha dalam negeri yang 

lebih kondusif demi meningkatkan capital inflow yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Memasuki tahun 2007, semua indikator makro ekonomi menunjukkan 

semakin membaiknya iklim dunia usaha, institusi perbankan yang kian berpeluang untuk 

meningkatkan penyaluran kredit, kian meningkatnya investor confidence, dan country risk yang 

juga membaik, kinerja pemerintahan yang secara umum mulai dapat dipercaya. 

Ada beberapa faktor penyebab investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Para 

ahli pada umumnya berpendapat selain faktor biaya produksi di negaranya, juga ingin 

memperluas jaringan usaha. Menurut pendapat “The Kian Wie” mengemukakan bahwa: 

“Pertama, faktor yang terdekat atau utama yang mendorong perusahaan dari NIB (Nomor 
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Identifikasi Bidang) untuk memindahkan modalnya ke luar negeri, karena meningkatkan biaya 

lahan dan tenaga kerja di negaranya, akibatnya hasil produksi tidak mempunyai daya asing. 

Selain faktor upah, juga dipengaruhi oleh perselisihan perburuhan yang tidak jarang disertai 

dengan kekerasan kedua, kebijakan pemerintah negara asal investor. Sikap positif pemerintah 

NIB (Nomor Indentifikasi Bidang) terhadap penanaman modal di luar negeri. Selain itu, sejak 

tahun 1987 pemerintah Korea Selatan mengirim misi pengkaji ke Indonesia untuk menganalisis 

lingkungan penanaman modal di Indonesia, dan menyediakan informasi bagi para penanaman 

modal prospektif korea di samping mengorganisasi pertemuan-pertemuan orientasi mereka yang 

melakukan penanaman modal di Indonesia”2.  

Para pelaku usaha sangat perlu sekali atas penanaman modal asing ini, agar usaha yang 

dijalani dapat berjalan dengan lancar dan dapat berkembang ke seluruh dunia internasional. Saat 

ini ada penanaman modal asing dapat menguasai sebanyak 35 bidang usaha, yaitu: jasa 

penunjang kesehatan, pariwisata dan industry film. Pemerintah bertujuan agar dapat 

meningkatkan kompetisi dan memberikan dampak terhadap masyarakat antara lain penurunan 

harga. Dari semua penanaman modal tersebut akan di lindungi pemerintah Indonesia. Akan 

tetapi, ada juga di Indonesia yang tidak dilindungi oleh pemerintahan ataupun penanaman modal 

asing yang kabur dari Indonesia. Penanaman modal yang tidak dilindungi oleh pemerintah 

contohnya yaitu: usaha nya yang tidak tercatat didalam kementrian perdagangan, menjiplak atau 

mencontoh barang pemilik orang lain (barang KW), ada nya pasar gelap dan lain-lain. Ataupun 

penanaman modal asing yang kabur dari Indonesia contohnya yaitu: Hp Sony Ericsson, Hp 

Maxon (buatan dari Spayol), Hp Audiovox (buatan dari Amerika), Mobil Oplet (keluaran dari 

Inggris) dan lain-lain. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi penanaman modal asing atau 

dalam, sangat diperlukan dan di butuhkan di dalam transaksi nya tersebut. Agar tidak terjadi 

penanaman modal tersebut lari dari Indonesia ataupun ada penanaman modal yang tidak di 

inginkan. 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis 

karya ilmiah tentang bagaimana cara untuk berinvestasi di Indonesia dan perlindungan hukum 

bagi investor dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

INVESTOR ASING DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA”.  

 

                                                           
2
 The Kian We.Industrialisasi di Indonesia berbagai Kajian. Jakarta: LP3ES. 1996.Cetakan Kedua.Hlm. 149 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas 

maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu : 

1. Apakah Indonesia menjamin kepastian hukum bagi investor asing?  

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor asing yang ingin menanamkan 

modalnya di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai,penulisan skripsi ini mencakup 2 (dua), yakni 

tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan umum : 

  Tujuan penulisan ini secara umum adalah : 

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah 

ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. 

2. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang 

bermanfaat bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Jember. 

3. Penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan 

tulisan atau karya ilmiah. 

 

1.3.2 Tujuan khusus :  

    Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum investor asing saat menanamkan 

modalnya di Indonesia.  

2. Untuk mengetahui dan mamahami bentuk perlindungan hukum bagi investor asing 

yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.  

 

1.4 Metode Penelitian 

 Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, 

agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang 
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benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tepat serta dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah.3 Metode ilmiah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode 

yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 

kebenaran sebab nilai suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metode yang digunakan. Metode 

penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, 

bahan hukum, dan analisa bahan hukum.4 

 Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan 

untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga 

mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang 

dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati 

suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian 

yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini : 

1.4.1  Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis 

Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini 

difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe 

penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang 

bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang 

kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.5 

 

1.4.2  Pendekatan Masalah. 

 Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, yang dengan 

pendekatan tersebut penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang 

diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan 

skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu 

pendekatan Perundang-undangan dan pendekata konseptual. 

1. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) 

                                                           
3
 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2010. Hlm 35. 

4
 Ibid.  

5
 Ibid. Hlm. 194. 
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 Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari 

telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.6 

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-

prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan 

sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.7
  

 

1.4.3  Sumber Hukum. 

 Bahan hukum merupakan saran dari suatu penulisan yang dipergunakan untuk 

memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang 

seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi : 

A. Bahan Hukum Primer. 

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya 

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.
8
 

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan 

perundang-undangan, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 

3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Kementrian Perdagangan. 

4. Keputusan Presiden No.29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal 

dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui 

Pelayanan Satu Atap. 

5. Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/SK/2004 Tentang Prosedur 

Penanaman Modal Baru Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri. 

6. Peraturan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) No.12 Tahun 2009 

Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. 

 

                                                           
6
 Ibid. Hlm. 93. 

7
 Ibid. Hlm. 138. 

8
 Ibid. Hlm. 141. 
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B. Bahan Hukum Sekunder. 

 Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.9 

 Besar harapan penulis dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-

masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang 

digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi 

pokok permasalahan. 

 

C.  Bahan Non Hukum. 

 Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum 

juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non 

hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, 

Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non-hukum 

sepanjang mempunyaai relevansi dengan topik penelitian mengenai suatu Perlindungan Hukum 

Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia10. 

 

1.4.4  Analisis Bahan Hukum. 

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah metode 

deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang 

hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Peter 

Mahmud Marzuki menyatakan bahwa Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:11 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk 

menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan 

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang 

mempunyai relevansi. 

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang 

telah diajukan. 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. 

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibanguna didalam 

kesimpulan. 

                                                           
9
 Ibid.  

10
 Ibid. Hlm. 143. 

11
 Ibid. Hlm. 171. 
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Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan 

karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan pernyataan 

tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam proposal ini dengan menjawab 

permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan sehingga dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Tujuan analisa bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan 

pokok yang dibahas. Hasil analisa dari bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu 

bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal 

dari hal yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus atau pengambilan suatu 

kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan 

yang bersifat khusus.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perlindungan Hukum 

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 

“negara Indonesia adalah negara hukum” hal ini berarti penyelenggaraan negara 

disegala bidang harus didasarkan kepala kepastian hukum, dan dalam pasal 28D 

ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Repblik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum”,oleh karenanya setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk 

memperoleh perlindungan hukum di segala bidang. 

 

Menurut R. Soeroso, pengertian hukum itu sendiri adalah “himpunan 

peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk 

mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai cirri 

memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan 

menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”.1 
 

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat 

preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis . 

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi 

hukum,yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, 

kepastian kemanfaatan dan kedaiman.2 

Menurut Philipus M.hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal 

dalam 2 bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang 

represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa3 

                                                           
1
 Kansil,C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.Jakarta.1989. Hlm 38  

2
 Rahayu,2009. Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id.( diakses pada tanggal 2 Maret 2016 

pukul 16:10) 
3
 Philipus M.hadjon,”Perlidungan  Hukum Bagi Rakyat Indonesia,” Surabaya, Bina Ilmu. 

1987,Hlm 2.  
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Perlindungan hukum juga merupakan suatu hak asasi setiap individu yang 

sudah sepantasnya dijamin kan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan 

menjadi tanggung jawab dari pada negara untuk melaksanakannya. Oleh karena 

itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan-peraturan 

yang memberi pengakuan atas serangkaian hak yang wajib dimiliki oleh seseorang 

atas sekelompok orang untuk mewujudkan harkat dan martabatnya yang hakiki. 

Tugas pokok dari hukum ialah untuk menciptakan ketertiban, sebab 

ketertiban merupakan suatu syarat pokok untuk menciptakan masyarakat yang 

teratur. Konsep awal perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintahan dan 

tindakan pemerintahan sebagai titik sentralnya . lahirnya konsep ini berasal dari 

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan-perlindungan 

terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan 

peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. 

Secara filosofis perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk 

kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah. Kepastian hukum bersumber 

dari pemikiran positifis dari dunia hukum yang dianut oleh aliran yuridis 

drogmatis, yang dipandang dari sudut ilmu hukum positif/normatif. Tujuan hukum 

sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini 

hukum tak lain hanya kumpulan aturan.  

Menurut Ahmad Ali, menjelaskan maksud pada penganut aliran ini “janji 

hukum yang tertuang dalam rumusan aturan tadi, merupakan “kepastian” yang 

harus diwujudkan. Aliran ini melupakan bahwa sebenarnya “janji hukum” itu 

bukan suatu yang “harus” tetapi sesuatu yang “seharusnya”. Dapat dimengerti 

bahwa apa yang seharusnya (sollen) belum tentu terwujud dalam kenyataan 

(sein).4 

Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 

tentang Tatacara perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi 

Manusia yang berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh 

aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik 
                                                           

4
Achmad Ali, Menjelah Kajian Empiris Terhadap Hukum,Yasif Watampone, Cetakan ke-

1,Jakarta,1996, Hlm 94 
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fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror 

dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan disidang pengadilan. 

 

2.1.2 Jenis - Jenis Perlindungan Hukum  

  Perlindungan hukum dalam hal ini dikenal ada 2 jenis, yaitu perlindungan 

yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Di kaji dari aspek 

tujuannya, perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya akibat 

hukum yang merugikan dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk 

menanggulangi atas menyediakan sarana-sarana hukum dalam melakukan 

penanggulangan terhadap akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu peristiwa 

atau hubungan hukum. 

Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah 

terjadinya sengketa. Perlindungan preventif sangat besar artinya bagi tindak 

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati 

dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum 

ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan 

administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari 

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

karena menurut sejarah dari barat,lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua 

yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip 

negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 
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asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia mendapat 

tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 

 

2.2 Investor Asing 

2.2.1 Pengertian Investor Asing  

Investor merupakan persamaan dari penanaman modal, yaitu merupakan 

perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal. Istilah 

Investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu “investment of law”. Dalam 

peraturan perundang-undangan tidak memuat pengertian hukum investasi itu 

sendiri. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi, kita harus mencari dari 

berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Menurut Ida Bagus Wyasa 

Putra,dkk, mengemukakan pengertian hukum investasi adalah: 

“norma-norma hukum mengenai kemungkinan dapat dilakukakan 

investasi,syarat-syarat investasi,perlindungan dan yang terpenting 

mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi 

rakyat” .5 

Menurut Kamus Hukum, Pengertian Investasi yaitu: “Penanaman uang 

dalam satu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 

(laba); Penyetoran sejumlah uang kepada suatu badan hukum dengan tujuan ikut 

memiliki usaha dan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut, dengan bukti 

penyetoran itu, badan hukum menerbitkan surat berharga yang mengandung hak 

tagih, seperti saham, obligasi”.6  

Oleh karena itu dapat disimpulkan dari para ahli dan kamus hukum 

pengertian dari investasi adalah penanaman uang di satu perusahaan atau proyek 

yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan tersendiri, akan tetapi penanaman 

uang tersebut ada beberapa persayaratan dan perlindungan tersendiri yang akan 

berinvestasi dari hukum. 

Sedangkan pengertian investasi menurut Haming dan Basalamah didalam 

Ilmu ekonomi yaitu: “pengeluaran pada saat sekarang untuk membeli aktiva rael 

(tanah, rumah, mobil, dan lain-lain) atau juga aktiva keuangan mempunyai tujuan 

                                                           
5
 Ida Bagus Wyasa,dkk., Hukum Bisnis Pariwisata. Bandung. Refika Aditama. 2003 

6
  Dzulkifli Umar,  dan Jimmy P.Kamus Hukum. Surabaya. Grahamedia Press. 2012. Hlm.218 
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untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi dimasa yang mendatang, 

selanjutnya dikatakan juga investasi ialah aktivitas yang berkaitan dengan usaha 

penarikan sumber-sumber (dana) yang digunakan untuk mengadakan barang 

modal pada saat sekarang, dan  dengan barang modal tersebut akan dihasilkan 

aliran produk baru di masa yang akan datang.  

Menurut Henry Simamora,  Investasi ialah suatu aktiva yang digunakan 

oleh perusahaan untuk menambahkan atau pertumbuhan kekayaannya melalui 

distribusi hasil investasi (misal pedapatan bunga, royalty, deviden, pendapatan 

sewa dan lain -lain ), untuk apresiasi nilai investasi, atau juga untuk manfaat lain 

bagi suatu perusahaan yang berinvestasi,yang seperti manfaat yang diperoleh 

melalui hubungan dagang”.7 

Investor Asing (Penanaman Modal) berdasarkan pasal 1 angka 3 UU 

Nomer 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal didefinisikan sebagai kegiatan 

menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia 

yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal 

asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penananman modal dalam 

negeri pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan 

ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan uraian diatas 

maka jelas yang dimaksud dengan penanaman modal asing (foreign investment) 

tidak berarti bahwa modal tersebut berasal dari luar negeri semata, melainkan 

dapat juga yang sifat nya patungan (joint venture), dimana terdapat penggabungan 

antara modal yang sumbernya berasal dari luar negri (foreign capital) dan modal 

yang sumber nya berasal dari dalam negeri (domestic capital)8
  

 

2.2.2 Syarat-Syarat Menjadi Investor  

Sejak beberapa tahun belakangan ini, Otoritas Jasa Keuangan bersama 

dengan pelaku industry keuangan terus berusaha mengembangkan pasar modal di 

Indonesia. Salah satu nya adalah dengan penyederhanaan persyaratan untuk 

                                                           
7
 http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-dan-devinisi-investasi-menurut-ahli-

ekonomi/.  (Diakses pada  tanggal 2 Maret 2016, Pukul 15.15) 
8
 David Kairupan. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia.Jakarta.2013. 

hlm. 21 
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menjadi investor raksa dana. Saat ini, untuk menjadi investor cukup dibutuhkan 

KTP dan Tabungan di Bank. Calon investor tidak lagi di persyaratkan untuk 

memiliki NPWP. Bagi calon investor yang masih belum memilik KTP, bisa 

menggunakan rekening gabungan OR dengan orang tua nya. 

Minimum investasi juga terus diturunkan. Saat ini mayoritas Manajer 

investasi telah berpartisipasi pada program “Reksa Dana Mikro” yang 

direncanakan oleh OJK dengan menurunkan syarat pembukaan rekening reksa 

dana yang sebelumnya berjuta-juta sekarang menjadi bisa dimulai dari Rp. 

100.0000.-9
  

 

2.3 Penanaman Modal  

2.3.1 Pengertian Penanaman Modal  

Dalam ilmu ekonomi, istilah "capital" (modal) merupakan konsep yang 

pengertiannya berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran 

pemikiran (school of thought) yang dianut. Secara historis konsep modal juga 

mengalami perubahan/perkembangan. Dalam abad ke-16 dan 17 istilah "capital" 

dipergunakan untuk :  

a) stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang kemudian 

dijual guna memperoleh keuntungan; 

b) stok komoditi itu sendiri. Pada waktu itu istilah "stock" dan istilah 

"capital" sering dipakai secara sinonim. Perusahaan dagang Inggris yang 

didirikan dalam masa itu atas dasar saham misalnya, dikenal sebagai "Join 

Stock Companies" atau "Capital Stock Companies". 

Menurut Prawirosentono, Modal merupakan kekayaan yang dimiliki 

perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang 

dan dinyatakan dalam uang. Modal dalam bentuk uang pada suatu usaha 

mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kebetuhan untuk mencapai tujuan 

usaha, yakni: 

 

                                                           
9
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/05/060700626/keuntungan.Menjadi.Investor.Re

ksa.Dana.pada Tahun 2016. ( diakses pada tanggal 2 Maret 2016,pukul 15:45) 
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a. sebagian dibelikan tanah dan bangunan; 

b. sebagian dibelikan persediaan bahan; 

c. sebagian dibelikan mesin dan peralatan; dan 

d. sebagian lagi disimpan dalam bentuk uang tunai.10 

 

Pasal 1 angka (1) UU nomer 25 tahun 2007 tentang penanaman modal 

yaitu: Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penananm modal dalam 

negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah negara 

Republik Indonesia. 

 

2.3.2 Tujuan Penanaman Modal  

Pasal 3 angka (2) UU Nomer 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu, 

untuk: 

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 

2. menciptakan lapangan kerja; 

3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 

4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 

5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 

6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 

7.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri; dan 

8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

2.3.3. Fasilitas Penanaman Modal 

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomer 25 tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal yaitu: Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria 

berikut ini: 

a. menyerap banyak tenaga kerja; 

b. termasuk skala prioritas tinggi; 

c. termasuk pembangunan infrastruktur; 

d. melakukan alih teknologi; 

e. melakukan industri pionir; 

f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, 

atau daerah lain yang dianggap perlu; 

                                                           
10

 https://id.scribd.com/doc/238311109/Pengertian-Modal-Dalam-Ilmu-Ekonomi.( diakses pada 

tanggal 2 Maret 2016,pukul 16:00) 
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g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; 

h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,dan inovasi; 

i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau 

j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau 

peralatan yang diproduksi di dalam negeri. 

 

Didalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal disebutkan ada sepuluh bentuk fasilitas atau kemudahan yang 

diberikan kepada investor, baik itu investor domestic maupun investor asing. 

Kesepuluh fasilitas itu adalah: 

a. Fasilitas PPh melalui pengurangan hasil neto; 

b. Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa 

di produksi di dalam negeri; 

c. Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan produksi 

tertentu; 

d. Pembebasan atau penangguhan pajak penghasilan (PPN) atas impor barang 

modal; 

e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.  

 

2.3.4. Objek  Penanaman Modal 

Objek kajian merupakan sasaran didalam penyelidikan atau pengajian 

hukum investasi. Objek itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materiil 

dan objek forma. Objek materiil, yaitu: bahan (materiil) yang dijadikan sasaran 

dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum investasi adalah manusia dan 

investasi. Sedangkan objek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek 

materiilnya. Jadi, objek forma hukum investasi adalah mengatur: 

1. Hubungan antara investor dengan negara penerima modal; 

2. Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi; dan 

3. prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu 

negara.11

                                                           
11

 H. Salim HS. dan Budi Sutrisno.,2012, Op Cit, Hlm 12 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Jaminan bagi investor asing dalam melakukan penanaman modal dalam di Indonesia menurut 

Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 adalah pada prinsipnya Pemerintah 

tidak akan melakukan pengambilalihan atau nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, dan 

jika terpaksa harus dilakukan pengambilalihan, maka kepada investor akan diberikan 

kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan pasal 7 ayat (2), jika tidak ada 

kesepakatan mengenai ganti rugi atau terjadinya sengketa investasi asing di Indonesia.  

2. Di dalam bentuk perlindungan hukum yang memiliki dua sifat yaitu secara preventif bertujuan 

untuk mencegah agar tidak terjadinya sengketa di dalam penanaman modal dan pada saat itu 

terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak (pada saat pembuatan perjanjian). Sedangkan 

secara represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa didalam penanaman modal, 

maka penyelesaian sengeketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara alaternatif (Alternative 

Dispute Resolution) selain itu cara-cara penyelesaiannya yang semakin popular serta dianut 

dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah dengan cara 

penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang juga dianut 

dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Penyelesaian Sengketa. 

  

4.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah: 

1. Hendaknya para investor yang melakukan investasi bisa berjalan dengan baik dan mampu 

memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian negara, dan dapat membuka 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan di wilayah negara 

Republik Indonesia.  

2. Hendaknya Pemerintah dan legislative membuat peraturan perundang-undangan yang lebih 

jelas dan lebih terinci agar dapat memberikan jaminan kepastian berinvestasi pada investor 

asing, sehingga memberikan balances keuntungan kedua belah pihak yaitu pemerintah dan 

penanaman modal itu sendiri dapat saling di untungkan.  
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 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  25  TAHUN  2007

TENTANG

PENANAMAN  MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan
pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan
dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk  mencapai
tujuan bernegara;

 b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor    XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi
dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman
modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan
yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi;

c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi
nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi
Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal
untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan
ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal,
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

 d. bahwa  dalam menghadapi  perubahan  perekonomian
global dan  keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja
sama internasional  perlu diciptakan iklim penanaman
modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian
hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan
kepentingan ekonomi nasional;

e. bahwa  . . .
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 e.  bahwa  Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1967  tentang
Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan
dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan percepatan perkembangan
perekonomian dan pembangunan hukum nasional,
khususnya di bidang penanaman modal;

 f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu
membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Mengingat  : Pasal 4 ayat (1),  Pasal  5 ayat  (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (5), Pasal 20,  serta Pasal  33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB  I
KETENTUAN UMUM

Pasal   1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha
di wilayah negara Republik Indonesia.

2.  Penanaman  . . .
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2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah
negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam
negeri.

3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam
modal untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya
maupun yang berpatungan dengan penanam modal
dalam negeri.

4.   Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha
yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga
negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara
Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan
penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara
asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing
yang melakukan penanaman modal di wilayah negara
Republik Indonesia.

7.  Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain
yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang
mempunyai nilai ekonomis.

8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara
asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha
asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum
Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki
oleh pihak asing.

9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh
negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara
Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan
hukum atau tidak berbadan hukum.

10. Pelayanan  . . .
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10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan
penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi
penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik
Indonesia.

BAB  II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal  3

(1)   Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan  asal

negara;

e. kebersamaan . . .
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e. kebersamaan;
f. efisiensi berkeadilan;
g. berkelanjutan;
h. berwawasan lingkungan;
i. kemandirian; dan
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional.

(2)  Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain
untuk:
a.  meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b.  menciptakan lapangan kerja;
c.  meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.  meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha

nasional;
e.  meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi

nasional;
f.  mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g.  mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan

ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal,
baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

h.  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB  III
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal  4

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman
modal untuk:
a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang

kondusif bagi penanaman modal  untuk penguatan
daya saing perekonomian nasional; dan

b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal

dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap
memperhatikan kepentingan nasional;

b. menjamin
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b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan
keamanan  berusaha bagi penanam modal sejak
proses pengurusan perizinan sampai dengan
berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan
memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi.

(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum
Penanaman Modal.

BAB  IV
BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)  Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam
bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak
berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan
terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan di dalam wilayah negara Republik
Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

(3)  Penanam  modal  dalam  negeri  dan  asing  yang
melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran
terbatas dilakukan dengan:
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian

perseroan terbatas;
b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB  V  . . .
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BAB  V
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

Pasal 6

(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada
semua penanam modal yang berasal dari negara mana
pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di
Indonesia sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang
memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan
Indonesia.

Pasal 7

(1)  Pemerintah tidak  akan  melakukan  tindakan
nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan
penanam modal, kecuali dengan undang-undang.

(2) Dalam  hal  Pemerintah melakukan  tindakan
nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan
memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan
berdasarkan harga pasar.

(3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai
kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya
dilakukan melalui arbitrase.

Pasal  8

(1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya
kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2)  Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh
undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.

(3)  Penanam   . . .
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(3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer
dan repatriasi  dalam valuta asing, antara lain terhadap:
a. modal;
b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan

lain;
c. dana yang diperlukan untuk:

1. pembelian bahan baku dan penolong, barang
setengah jadi, atau barang jadi; atau

2. penggantian barang modal dalam rangka
melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;

d. tambahan dana yang diperlukan bagi  pembiayaan
penanaman modal;

e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing

yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
i. kompensasi atas kerugian;
j. kompensasi atas pengambilalihan;
k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan

teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik
dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di
bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas
kekayaan intelektual; dan

l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(4)  Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengurangi:
a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;

b.  hak  Pemerintah  untuk  mendapatkan  pajak
dan/atau royalti  dan/atau pendapatan Pemerintah
lainnya dari penanaman modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.  pelaksanaan  . . .
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c.  pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor;
dan

d. pelaksanaan  hukum untuk menghindari kerugian
negara.

Pasal 9

(1)  Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum
diselesaikan oleh penanam modal:
a.  penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank

atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan
transfer dan/atau repatriasi; dan

b.  pengadilan  berwenang  menetapkan  penundaan  hak
untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi
berdasarkan gugatan.

 (2) Bank atau lembaga lain  melaksanakan penetapan
penundaan berdasarkan  penetapan pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga
selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

BAB  VI
KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

(1)  Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi
kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga
kerja warga negara Indonesia.

(2)  Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan
tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan
keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan
kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui
pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4)  Perusahaan  . . .
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(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan
tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan
pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada  tenaga
kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib
diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah
antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.

(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui
upaya mekanisme tripartit.

(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan
tenaga kerja menyelesaikan perselisihan  hubungan
industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB  VII
BIDANG USAHA

Pasal  12

(1)   Semua  bidang  usaha atau jenis  usaha  terbuka  bagi
kegiatan  penanaman modal, kecuali bidang usaha atau
jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka
dengan persyaratan.

(2)   Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing
adalah:
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan

perang; dan
b. bidang usaha   yang  secara  eksplisit  dinyatakan

tertutup berdasarkan undang-undang.

(3)  Pemerintah  berdasarkan Peraturan  Presiden
menetapkan  bidang usaha yang tertutup untuk
penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri,
dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral,
kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan
keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

(4)  Kriteria  . . .
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(4)  Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan
yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang
usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan
persyaratan masing-masing akan diatur dengan
Peraturan Presiden.

(5)  Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka
dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan
nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam,
perlindungan, pengembangan  usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi, pengawasan  produksi dan
distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi
modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan
usaha yang ditunjuk Pemerintah.

BAB VIII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH,
DAN KOPERASI

Pasal 13

(1)   Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang
dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi serta  bidang usaha yang terbuka untuk usaha
besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(2)  Pemerintah  melakukan   pembinaan  dan pengembangan
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui
program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian
dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran
informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

PENANAM MODAL

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

a. kepastian hak, hukum, dan  perlindungan;

b. informasi . . .
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b.  informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang
dijalankannya;

c.    hak pelayanan; dan

d.  berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. melaksanakan  tanggung jawab sosial perusahaan;

c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal
dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi
kegiatan usaha penanaman modal; dan

e.  mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

a. menjamin  tersedianya modal  yang berasal dari sumber
yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan
kerugian jika penanam modal menghentikan atau
meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya
secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat,
mencegah praktik monopoli,  dan hal lain yang
merugikan negara;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kesejahteraan pekerja; dan

f.  mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal  17  . . .
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Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang
tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap
untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan
lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB  X
FASILITAS PENANAMAN MODAL

Pasal 18

(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal
yang melakukan penanaman modal.

(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
a. melakukan peluasan usaha; atau
b. melakukan penanaman modal baru.

(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya
memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
a. menyerap banyak tenaga kerja;
b.  termasuk skala  prioritas tinggi;
c.  termasuk pembangunan infrastruktur;
d.  melakukan alih teknologi;
e.  melakukan industri pionir;
f.  berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah

perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
g.  menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,

dan inovasi;
i.  bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau

koperasi; atau
j.  industri yang menggunakan barang modal atau mesin

atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

(4)  Bentuk  . . .

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


-  14  -

(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat
berupa:
a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan

neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah
penanaman modal yang dilakukan dalam  waktu
tertentu;

b. pembebasan atau keringanan bea masuk  atas impor
barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan
produksi yang belum dapat diproduksi di dalam
negeri;

c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku
atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk
jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;

d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan
Nilai atas impor barang modal atau mesin atau
peralatan  untuk keperluan produksi yang belum
dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu
tertentu;

e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya

untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau
daerah atau kawasan tertentu.

(5)  Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan
dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan
kepada penanaman modal baru yang merupakan industri
pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas,
memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi,
memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai
strategis bagi perekonomian nasional.

(6)  Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang
melakukan penggantian mesin atau barang modal
lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau
pembebasan bea masuk.

(7)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian   fasilitas
fiskal sebagaimana   dimaksud  pada  ayat (4) sampai
dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

Pasal  19  . . .
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Pasal 19

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan
ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal  20

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku
bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan
terbatas.

Pasal 21

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau
perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk
memperoleh:

a.  hak atas tanah;

b.  fasilitas pelayanan keimigrasian; dan

c.  fasilitas perizinan impor.

Pasal 22

(1)  Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf  a
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan
dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam
modal, berupa:
a.  Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95

(sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus  selama
60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama
35 (tiga puluh lima) tahun;

b.  Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah
80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan
dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima
puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga
puluh) tahun; dan

c.  Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70  (tujuh
puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat
puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25
(dua puluh lima) tahun.

(2)  Hak  . . .
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(2)  Hak atas  tanah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus
untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan
antara lain:
a.  penanaman modal yang dilakukan dalam jangka

panjang dan terkait dengan perubahan struktur
perekenomian Indonesia yang lebih berdaya saing;

b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman
modal yang memerlukan pengembalian modal dalam
jangka panjang sesuai dengan jenis  kegiatan
penanaman modal yang dilakukan;

c.  penanaman modal yang tidak memerlukan area yang
luas;

d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas
tanah negara; dan

e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa
keadilan masyarakat dan tidak merugikan
kepentingan umum.

(3)   Hak atas   tanah   dapat  diperbarui setelah dilakukan
evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan
diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat,
dan tujuan pemberian hak.

(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang
diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika
perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah,
merugikan kepentingan umum, menggunakan atau
memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan
tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.

Pasal 23

(1)  Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas
keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf  b dapat diberikan untuk:
a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja

asing dalam merealisasikan penanaman modal;

b. penanaman  . . .
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b.  penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja
asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan
mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan
purnajual; dan

c.  calon penanam modal yang akan melakukan
penjajakan penanaman modal.

(2)  Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas
keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi
dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(3)  Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal

asing selama 2 (dua) tahun;
b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi

penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat
dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua)
tahun berturut-turut;

c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan
dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;

d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan
dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan

e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali
perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

(4)   Pemberian izin  tinggal terbatas bagi penanam modal
asing sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) huruf a dan
huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas
dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

Pasal  24  . . .
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Pasal 24

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas
perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf
c dapat diberikan untuk impor:

a. barang yang selama tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur perdagangan barang;

b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap
keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup,
dan moral bangsa;

c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke
Indonesia; dan

d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan
produksi sendiri.

BAB XI
PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

Pasal  25

(1)  Penanam modal yang melakukan penanaman modal di
Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5
Undang-Undang ini.

(2)  Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal
dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak
berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal
asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan
kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi
yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam
undang-undang.

(5)  Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh
melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal  26  . . .
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Pasal  26

(1)  Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu
penanam modal dalam memperoleh kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai
penanaman modal.

(2)    Pelayanan   terpadu satu pintu dilakukan   oleh   lembaga
atau instansi   yang  berwenang di bidang penanaman
modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat
atau lembaga atau instansi yang berwenang
mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi
atau kabupaten/kota.

(3)  Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan
pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB  XII
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal  27

(1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal,
baik  koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi
Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi
Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun
antarpemerintah daerah.

(2)   Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(3) Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala
dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(4)   Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3)  diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.

Pasal  28  . . .
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Pasal 28

(1)  Dalam  rangka  koordinasi  pelaksanaan kebijakan dan
pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi
Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut :
a. melaksanakan  tugas dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan di bidang penanaman modal;
b.  mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan

penanaman modal;
c. menetapkan norma, standar, dan prosedur

pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman
modal;

d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman
modal di daerah dengan memberdayakan badan
usaha;

e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
f.  mempromosikan penanaman modal;
g.  mengembangkan sektor usaha penanaman modal

melalui pembinaan penanaman modal, antara lain
meningkatkan kemitraan,  meningkatkan daya saing,
menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan
menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam
lingkup penyelenggaraan penanaman modal;

h.  membantu penyelesaian berbagai hambatan dan
konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam
modal dalam menjalankan kegiatan penanaman
modal;

i.  mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang
menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar
wilayah Indonesia; dan

j.  mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu
satu pintu.

(2)  Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal
bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal  29  . . .
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Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan
terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal
harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap
sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai
kompetensi dan kewenangan.

BAB XIII
PENYELENGGARAAN URUSAN

PENANAMAN MODAL

Pasal 30

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin
kepastian dan  keamanan berusaha bagi pelaksanaan
penanaman modal.

(2)  Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan
penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali
urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi
urusan Pemerintah.

(3)   Penyelenggaraan   urusan  pemerintahan  di bidang
penanaman modal yang merupakan urusan wajib
pemerintah daerah didasarkan pada kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan penanaman modal.

(4)   Penyelenggaraan  penanaman  modal  yang ruang
lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.

(5)  Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang
lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan
pemerintah provinsi.

(6)  Penyelenggaraan  penanaman  modal  yang ruang
lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi
urusan pemerintah kabupaten/kota.

(7)  Dalam urusan   pemerintahan  di bidang   penanaman
modal,  yang  menjadi  kewenangan Pemerintah adalah :
a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam

yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko
kerusakan lingkungan yang tinggi;

b. penanaman  . . .
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b. penanaman modal pada bidang industri yang
merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;

c.  penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu
dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya
lintas provinsi;

d.  penanaman modal   yang   terkait   pada  pelaksanaan
strategi  pertahanan  dan  keamanan nasional;

e. penanaman modal asing dan penanam modal yang
menggunakan modal asing,  yang berasal dari
pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian
yang dibuat oleh Pemerintah dan  pemerintah negara
lain; dan

f.  bidang   penanaman  modal  lain  yang menjadi
urusan Pemerintah menurut undang-undang.

(8)  Dalam urusan  pemerintahan  di bidang  penanaman
modal  yang  menjadi kewenangan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah
menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada
gubernur selaku wakil Pemerintah,  atau menugasi
pemerintah kabupaten/kota.

(9)  Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal  diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 31

(1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah
tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan
ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan
kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan
dikembangkan kawasan ekonomi khusus.

(2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan
penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi
khusus.

(3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
undang-undang.

BAB  XV  . . .
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BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 32

(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal
antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak
terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui
musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa
tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal
antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri,
para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut
melalui arbitrase  berdasarkan kesepakatan para pihak,
dan  jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak
disepakati, penyelesaian sengketa tersebut  akan
dilakukan  di pengadilan.

 (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal
antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para
pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui
arbitrase internasional yang harus  disepakati oleh para
pihak.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 33

(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing
yang melakukan penanaman modal dalam bentuk
perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian
dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa
kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan
atas nama orang lain.

(2)  Dalam  . . .
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(2)  Dalam  hal  penanam  modal  dalam  negeri  dan
penanam modal  asing   membuat perjanjian dan/atau
pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal
demi hukum.

(3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan
usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama
dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi
berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan
biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya
lainnya untuk memperkecil keuntungan yang
mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan
atau  pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang
dan telah mendapat putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri
perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam
modal yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

penanaman modal; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas

penanaman modal.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau
usaha perseorangan  dapat dikenai sanksi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB  XVII  . . .
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BAB  XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  35

Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun
multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah
disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang
ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
perjanjian tersebut.

Pasal  36

Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional,
maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang
belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-
Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan
Undang-Undang ini.

Pasal  37

(1)  Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak  bertentangan dan belum diatur
dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan
Undang-Undang ini.

(2)  Persetujuan  . . .
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(2)  Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan
yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanamana Modal Dalam Negeri sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970
tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin
pelaksanaan tersebut.

(3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya
yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah
disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada
tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum
memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin
usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha
tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan
Undang-Undang ini.

BAB  XVIII  . . .
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BAB  XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  38

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

a.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2943); dan

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan secara langsung dengan  penanaman modal wajib
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada
Undang-Undang ini.

Pasal  40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                 REPUBLIK INDONESIA,

                   HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN 2007 NOMOR 67
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 PENJELASAN

ATAS

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  25  TAHUN  2007

TENTANG

PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk
memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah
dijabarkan dalam Pasal 33  Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi  yang mendasari
pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang
perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi
nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan
terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan
ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan  dimantapkan lagi dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI
Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan
penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian
dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai
upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan
lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong
pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila
faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi,
antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat
dan daerah, penciptaan birokrasi yang efesien,  kepastian hukum di bidang
penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim
usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.
Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi
penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Suasana  . . .
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Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman
Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman
modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal
mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan
cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk
badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta
keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan
yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman
modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban,
dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal,
pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan,
penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur
tentang penyelesaian sengketa.

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal
langsung di semua sektor. Undang-Undang  ini juga  memberikan   jaminan
perlakuan  yang  sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu,
Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan
koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan
Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah.
Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat
otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau
lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi,
baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam
koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena
itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari
kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan
biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi,
Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan
perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang
terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus
dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha
di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat
pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat
pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu,
sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat
menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.
Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi
Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan

penanaman  . . .
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penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh
seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran
tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya
memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman
modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam
modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran
penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan
pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatian
kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor,
pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha
nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat
daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif
dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya
kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara
lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah,
imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian
fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya
mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi
dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih
menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal
atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait
dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan
infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal tersebut,  Undang-Undang ini juga memberikan
ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi
berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk
mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang
pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari
Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu
ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan
sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu
kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi
pengembangan perekonomian nasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga
mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk melakukan transfer dan
repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung jawab hukum, kewajiban
fiskal, dan kewajiban sosial yang harus diselesaikan oleh penanam modal.
Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal dan Pemerintah
juga diantisipasi  Undang-Undang ini dengan pengaturan mengenai
penyelesaian sengketa.

Hak  . . .
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Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus
guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam
modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat,
memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung
jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan
usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan
pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong
ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin
ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk
menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi
perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia
juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian
perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak
atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan
keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait
dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun
multilateral (World Trade Organization/WTO), menimbulkan berbagai
konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.

Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal
yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin
mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan
Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan
penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi
dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan
perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional
di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada
kepentingan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
  Cukup jelas.

Pasal  2  . . .
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Pasal 2

Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah
negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan
tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Pasal  3
  Ayat (1)
  Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas
dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap
kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

   Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang
terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
kegiatan penanaman modal.

  Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
penyelenggaraan penananam modal harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

  Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak
membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan
nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam
negeri  dan penanam modal asing maupun antara penanam
modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara
asing lainnya.

  Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang
mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-
sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.

  Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah
asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan
mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk
mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya
saing.

Huruf g . . .
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  Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang
secara terencana mengupayakan berjalannya proses
pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin
kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan,
baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

  Huruf h
Yang dimaksud dengan  “asas berwawasan lingkungan”
adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan
pemeliharaan lingkungan hidup.

  Huruf i
Yang dimaksud dengan  “asas kemandirian” adalah asas
penanaman modal yang dilakukan dengan tetap
mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak
menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya
pertumbuhan ekonomi.

   Huruf j
Yang dimaksud dengan  “asas keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya
menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam
kesatuan ekonomi nasional.

 Ayat (2)
   Cukup jelas.

 Pasal  4
 Ayat (1)

   Cukup jelas.

 Ayat (2)
   Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa
Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam
modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia,
kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.

   Huruf b
 Cukup Jelas.

   Huruf c
 Cukup Jelas.

 Ayat (3)
   Cukup Jelas.

Pasal  5  . . .
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 Pasal  5
 Cukup jelas.

 Pasal  6
 Ayat (1)

   Cukup jelas.

 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hak
istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah
perdagangan bebas, pasar bersama (common market), kesatuan
moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara
Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral,
regional, atau  multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa
tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

 Pasal  7
 Ayat (1)

  Cukup jelas.

 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang
ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional
oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

 Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada
kesepakatan  tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

 Pasal  8
 Ayat (1)

  Cukup jelas.

 Ayat (2)
  Cukup jelas.

 Ayat (3)
  Cukup jelas.

 Ayat (4)
  Cukup jelas.

 Ayat  (5)  . . .
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 Ayat (5)
  Huruf a

   Cukup jelas.
  Huruf b

   Cukup jelas.
  Huruf c

   Cukup jelas.
  Huruf d

Dalam hal terjadi kerugian negara,  Pemerintah dapat
melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan,
pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan
sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

 Pasal  9
  Cukup jelas.

 Pasal  10
 Cukup jelas.

 Pasal 11
 Cukup jelas.

 Pasal  12
 Ayat (1)

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka
dengan persyaratan  ditetapkan melalui Peraturan Presiden
disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan  standar klasifikasi
tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia,
yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for Industrial
Classification (ISIC).

 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang digunakan
untuk  kepentingan pertahanan dan keamanan.

 Ayat (3)
  Cukup jelas.

 Ayat (4)
  Cukup jelas.

Ayat  (5) . . .
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 Ayat (5)
  Cukup jelas.

 Pasal 13
 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang dicadangkan” adalah
bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku
ekonomi lainnya.

 Ayat (2)
  Cukup jelas.

 Pasal 14
 Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan
Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak
sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang
ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan
Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap
tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan
Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan
dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

 Huruf b
  Cukup jelas.

 Huruf c
  Cukup jelas.

 Huruf d
   Cukup jelas.

 Pasal 15
 Huruf a
  Cukup jelas.

Huruf  b  . . .
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 Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan”
adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat.

 Huruf c
Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan
penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal
disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang
penanaman modal.

 Huruf d
   Cukup jelas.

 Huruf e
   Cukup jelas.

 Pasal 16
 Cukup jelas.

 Pasal 17
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan
lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

 Pasal 18
Ayat (1)

        Cukup jelas.

     Ayat (2)
         Cukup jelas.

    Ayat (3)
        Huruf a
           Cukup jelas.
        Huruf b
            Cukup jelas.
        Huruf c
           Cukup jelas.
       Huruf d
           Cukup jelas.

Huruf  e . . .
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       Huruf e
Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang
memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan
eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru,
serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

  Huruf f
       Cukup jelas.
  Huruf g
       Cukup jelas.
  Huruf h
       Cukup jelas.
  Huruf i
       Cukup jelas.
  Huruf j
       Cukup jelas.

  Ayat (4)
  Cukup jelas.

 Ayat (5)
  Cukup jelas.
 Ayat (6)
  Cukup jelas.

 Ayat (7)
  Cukup jelas.

 Pasal 19
 Cukup jelas.

 Pasal 20
 Cukup jelas.

 Pasal 21
 Cukup jelas.

 Pasal 22
 Ayat (1)

   Huruf a
Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus  selama  60
(enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga
puluh lima) tahun.

Huruf  b . . .
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   Huruf b
Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima
puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh)
tahun.

  Huruf c
Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan
diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima)
tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima)
tahun.

  Ayat (2)
Huruf  a

  Cukup jelas.
 Huruf  b
 Cukup jelas.
 Huruf  c

Yang dimaksud dengan “area yang luas” adalah luas tanah
yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan
mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau
jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-
undangan.

 Huruf  d
  Cukup jelas.

 Huruf  e
   Cukup jelas.

 Ayat (3)
 Cukup jelas.

 Ayat (4)
  Cukup jelas.

 Pasal 23
 Ayat (1)
  Cukup jelas.

 Ayat (2)
Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi
ketentuan penggunaan tenaga kerja asing  sesuai dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan ketenagakerjaan.

 Ayat (3)
  Cukup jelas.

Ayat (4) . . .
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 Ayat (4)
  Cukup jelas.

 Pasal 24
 Cukup jelas.

 Pasal 25
      Cukup jelas.

 Pasal 26
 Cukup jelas.

 Pasal 27
 Ayat (1)
   Cukup jelas.

 Ayat (2)
   Cukup jelas.

 Ayat (3)
Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal
dalam melaksanakan tugas, menjalankan  fungsi, dan
menyampaikan  tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

 Pasal 28
 Ayat (1)
   Huruf a

 Cukup jelas.
   Huruf b

 Cukup jelas.
   Huruf c

Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur
Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan
departemen/instansi terkait.

 Huruf  d
  Cukup jelas.

 Huruf  e
  Cukup jelas.

 Huruf  f
  Cukup jelas.

Huruf  g  . . .
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 Huruf  g
  Cukup jelas.

 Huruf  h
  Cukup jelas.

 Huruf  i
  Cukup jelas.

 Huruf  j
  Cukup jelas.

 Ayat (2)
  Cukup jelas.

 Pasal 29
  Cukup jelas.

 Pasal 30
 Cukup jelas.

 Pasal 31
 Cukup jelas.

 Pasal 32
 Cukup jelas.

 Pasal 33
 Ayat (1)

Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya
perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara
materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang
lain.

 Ayat (2)
  Cukup jelas.

 Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ”tindak pidana perpajakan” adalah
informasi yang tidak benar mengenai  laporan yang terkait dengan
pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan,
tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang
diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Yang  . . .
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Yang dimaksud dengan ”penggelembungan biaya pemulihan”
adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang
jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai
biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat
penentuan bagi hasil dengan Pemerintah

Yang dimaksud dengan ”temuan oleh pihak pejabat yang
berwenang” adalah temuan dengan indikasi unsur pidana
berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau
pihak lainnya yang memiliki kewenangan  untuk memeriksa, yang
selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

 Pasal 34
 Cukup jelas.

 Pasal 35
 Cukup jelas.

 Pasal 36
 Cukup jelas.

 Pasal 37
 Cukup jelas.

 Pasal 38
 Cukup jelas.

 Pasal 39
 Cukup jelas.

 Pasal 40
 Cukup jelas.
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